
 BERITA DAERAH KOTA DEPOK 

NOMOR  30                                                                                TAHUN 2022 

WALI KOTA DEPOK 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN WALI KOTA DEPOK 

NOMOR 30 TAHUN 2022 

 

TENTANG  

PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

PADA OBJEK RETRIBUSI PENYEWAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN BERUPA 

GEDUNG BALAI RAKYAT ATAU GEDUNG LAIN YANG SEJENIS  

UNTUK KEGIATAN OLAH RAGA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA DEPOK, 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pemanfaatan 

kekayaan daerah telah diatur tarif retribusi pemakaian 

kekayaan daerah berupa pemakaian gedung balai 

rakyat atau gedung lain yang sejenis dalam Peraturan 

Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok 

Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2011 

tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 

  b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan 

barang daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki serta guna 

menyesuaikan besaran tarif retribusi sesuai dengan 

kondisi dan perkembangan saat ini, maka tarif retribusi 

pemakaian gedung balai rakyat atau bangunan yang 

sejenis dalam Peraturan Daerah Kota Depok 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau 

kembali; 
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  c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan 

Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok 

Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2011 

tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tarif 

Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun 

sekali dengan memperhatikan indeks harga dan 

perkembangan perekonomian serta ditetapkan dengan 

Peraturan Wali Kota; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana 

dimaksud dalan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peninjauan 

Kembali Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

pada Objek Retribusi Penyewaan Gedung atau 

Bangunan berupa Gedung Balai Rakyat atau Gedung 

Lain yang Sejenis untuk Kegiatan Olah Raga; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 3828); 

  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia        

Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 
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  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 6757); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27  

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6523); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016      

Nomor 547); 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020      

Nomor 1781); 

  9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 72) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Depok Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08        

Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 

Nomor 7); 
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  10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah   

Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 

Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok       

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran 

Daerah Kota Depok Tahun  2021 Nomor 4); 

  11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 11); 

  MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PENINJAUAN 

KEMBALI TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN 

DAERAH PADA OBJEK RETRIBUSI PENYEWAAN GEDUNG 

ATAU BANGUNAN BERUPA GEDUNG BALAI RAKYAT ATAU 

GEDUNG LAIN YANG SEJENIS UNTUK KEGIATAN                     

OLAH RAGA. 

  Pasal 1 

  (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini, Besaran Tarif Retribusi 

Pemakaian Kekayaan Daerah pada Objek Retribusi 

Penyewaan Gedung atau Bangunan berupa Gedung 

Balai Rakyat atau Gedung Lain yang Sejenis untuk 

Kegiatan olah raga, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 

ayat (3) huruf a angka 4 Peraturan Daerah Kota Depok 

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian 

Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2013 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok 

Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian 

Kekayaan Daerah, disesuaikan menjadi sebesar 

Rp150.000,00/jam. 
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  (2) Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

pada Objek Retribusi Penyewaan Gedung atau 

Bangunan, yang tidak diatur dalam Peraturan Wali Kota 

ini, tetap mengacu pada Peraturan Daerah Kota Depok 

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian 

Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2013 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok 

Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian 

Kekayaan Daerah dan Peraturan Wali Kota Depok 

Nomor 61 Tahun 2020 tentang Peninjauan Kembali Tarif 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Objek 

Retribusi Penyewaan Gedung atau Bangunan berupa 

Gedung Balai Rakyat atau Gedung Lain yang Sejenis 

dan Stadion Olah Raga. 

  Pasal 2 

  Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal               

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok. 

   

             Ditetapkan di Depok 

pada tanggal 31 Mei 2022 

WALI KOTA DEPOK,

 

                                                                                                   

                                                                   K.H. MOHAMMAD IDRIS 

Diundangkan di Depok 

pada tanggal 31 Mei 2022 

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, 

 

 

SUPIAN SURI 

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 30

 TTD 

 TTD 


